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KOORDINASI PEMERINTAHAN
DALAM PENGELOLAAN ASET DAERAH

 Fakhrurrazi Ihsan
FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

Abstract: Cikpuan Market Pekanbaru City is an asset of Provincial Government whose management is
handed over to the Government of Pekanbaru City through Riau Governor Decree No. KTPS / 1923 /
XI / 2008 About Delivery of Land Ownership Rights of Riau Province For Cik Puan Market Development
And City Transportation Terminal To Pekanbaru Municipal Government. Cikpuan Market Development
has spent APBD Kota Pekanbaru funds up to 20 billion rupiah. But during the leadership of Mayor
Firdaus Cikpuan market development experienced several obstacles. The constraint is the development
by third parties get rejection from some traders and Parliament Peknanbaru City. The formulation of the
problem in this research is how the coordination between Pekanbaru City Government and Riau
Provincial Government in the development of Cik Puan Market Pekanbaru ?, and how the management
of Regional Assets in the development planning Cik Puan Market Pekanbaru City? The method used
in this study is a qualitative method of data that can not be realized in the form of numbers but in the
form of an explanation that describes the shape of circumstances, processes, certain events. Data
collection techniques using interview techniques, documentation and observation. Data analysis
techniques are described descriptively. The results of the research indicate that there is still a lack of
coordination between the Municipal government and the Provincial Government. In addition to
Coordination also lack of running asset management area conducted by Pekanbaru City Government
causing development at Market Cik Puan stopped since year 2009.

Abstrak: Pasar Cikpuan Kota Pekanbaru merupakan aset Pemerintah Provinsi yang pengelolaannya
diserahkan kepada Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Keputusan Gubernur Riau Nomor KTPS/
1923/XI/2008 Tentang Penyerahan Hak Pengelolaan Lahan Milik Provinsi Riau Untuk Pembangunan
Pasar Cik Puan Dan Terminal Angkutan Kota Kepada Pemerintah Kota Pekanbaru. Pembangunan
Pasar Cikpuan telah menghabiskan dana APBD Kota Pekanbaru hingga 20 miliar rupiah. Tetapi pada
masa kepemimpinan Walikota Firdaus pembangunan pasar Cikpuan mengalami beberapa kendala.
Adapun kendalanya yaitu pembangunan oleh pihak ketiga mendapat penolakan dari sebagian
pedagang dan DPRD Kota Pekanbaru. Perumusahan masalah didalam penilitian ini adalah bagaimana
koordinasi yang terjalin antara Pemerintah Kota Pekanbaru dan Pemerintah Provinsi Riau di dalam
pembangunan Pasar Cik Puan Pekanbaru? serta bagaimana management Aset Daerah di dalam
perencanaan pembangunan Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru? Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu data yang tidak dapat diwujudkan dalam bentuk angka-
angka melainkan dalam bentuk suatu penjelasan yang menggambarkan bentuk keadaan, proses,
peristiwa tertentu. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara, dokumentasi
dan observasi. Teknik analisa data dijabarkan secara deskriptif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa
masih kurangnya koordinasi antara pemerintah Kota dengan Pemerintah Provinsi. Selain Koordinasi
juga kurangnya berjalannya manajemen asset daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru
sehingga menyebabkan pembangunan pada Pasar Cik Puan dihentikan sejak tahun 2009.

Kata Kunci: koordinasi, pemerintah daerah, aset daerah

PENDAHULUAN
Pengelolaan barang daerah dilaksanakan

berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum,
transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akunta-
bilitas, dan kepastian nilai (Pasal 4 ayat 1 Per-
mendagri No. 17 Tahun 2007). Pengelolaan ba-
rang daerah adalah rangkaian kegiatan dan tin-
dakan terhadap barang daerah yang meliputi, pe-
rencanaan kebutuhan dan penganggaran, pe-
ngadaan, penerimaan penyimpanan dan penya-
luran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan,

pengamanan dan pemeliharaan, penilaian,
penghapusan, pemindah-tanganan, pembinaan
pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan,
tuntutan ganti rugi (Pasal 4 ayat 2Permendagri
No.17 Tahun 2007). Untuk mengelola Aset daerah
perlunya manjemen yang baik antara tatanan
pemerintah, maupun antara pemerintah dan
DPRD.

Manajemen aset daerah adalah melak-
sanakan prinsip dasar manajemen aset terhadap
aset daerah dengan mengikuti landasan ke-
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bijakan yang diatur berdasarkan Undang-
undang, Peraturan Pemerintah, Keppres dan
Surat Keputusan lainnya yang berhubungan de-
ngan pengaturan/pengelolaan aset daerah.

Manajemen aset kedepan lebih ditujukan
untuk menjamin pengembangan kapasitasyang
berkelanjutan dari pemerintahan daerah, maka
dituntut agar dapat mengembangkan atau meng-
optimalkan pemanfaatan aset daerah guna
meningkatkan/mendongkrak Pendapatan Asli
Daerah, yang akan digunakan untuk membiayai
kegiatan guna mencapai pemenuhan persyaratan
optimal bagi pelayanan tugas dan fungsi instansi-
nya terhadap masyarakat.

Salah satu aset daerah adalah pasar tradi-
sional. Pasar tradisional merupakan salah satu
tonggak penggerak ekonomi masyarakat kecil
dan menengah. Hal ini dikarenakan pasar tradi-
sional merupakan tempat untuk berjualan bagi
pedagang kecil dan menengah. Selain dari itu
pasar Tradisional juga merupakan asset penambah
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru
sendiri.  Dimana pasar tradisional adalah pasar
yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk men-
jadi pemasukan pendapatan asli daerah melalui
pungutan retribusi. Retribusi ini bisa berupa dari
sewa kios dan pembayaran parkir dan lain-lain
di pasar tersebut.

Pasar tradisional dalam Penelitian  ini ialah
Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru yang terletak
di Jalan Tuanku Tambusai. Yang mana Pemba-
ngunan pasar ini sejak tahun 2012 dihentikan.
Karena pada sejak Pergantian kepemimpinan
Walikota saat itu dari Herman Abdullah menjadi
Firdaus pada saat itu pembangunan pasar ini
tidak dilanjutkan. Hal ini tentunya berimbas ke-
pada terbuangnya dana APBD dari tahun 2009-
2011 kurang lebih Rp 22 Miliar.

Tidak dilanjutkannya pembangunan Pasar
ini karena Pihak Kota Pekanbaru ingin memakai
jasa pihak ketiga untuk membangun pasar ini
tanpa adanya dana APBD Kota Pekanbaru ya-
ng dibebanka. Hal ini lah yang menjadi permasa-
lahannya, karena untuk membangun Pasar ter-
sebut melalui pihak ketiga menurut Surat Kepu-
tusan Gubernur Nomor KTPS/1923/XI/2008
Tentang Penyerahan Hak Pengelolaan Lahan
Milik Provinsi Riau Untuk Pembangunan Pasar

Cik Puan Dan Terminal Angkutan Kota Kepada
Pemerintah Kota Pekanbaru yang ditandatangani
Gubernur Riau Wan Abu Bakar pada saat itu.

Pada surat keputusan tersebut dijelaskan
dalam salah satu poin, dalam pengelolaan/
pemakaian tanah milik Pemerintah Provinsi Riau
oleh Pemerintah Kota Peknbaru hanya untuk
pembangunan pasar tradisional yang melalui
pembiayaan APBD Kota Pekanbaru. Namun
ketika dalam hal pelaksanaan pengelolaan/pe-
makaian tanah diperkirakan akan menguntung-
kan yang bersifat bisnis dilaksanakan oleh pihak
ketiga harus mendapat persetujuan Pemerintah
provinsi sesuai dengan aturan dan ketentuan yang
berlaku.

Persetujuan pembangunan melalui pihak
ketiga inilah dari Pemerintah Provinsi inilah yang
belum didapatkan oleh Pemerintah Kota Pekan-
baru hingga saat ini. Pemerintah Kota pekanbaru
sebenarnya sudah melalakukan beberapa rapat
Koordinasi dengan pihak Pemerintah Provinisi,
tetapi dalam beberapa kali rapat belum juga
menemui titik temu.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui koordinasi Pemerintah Kota Pekan-
baru dengan instansi yang terkait di dalam me-
lanjutkan pembangunan Pasar Cik Puan dan ba-
gaimana manajemen aset daerah Pemerintah
Kota Pekanbaru di dalam pemeliharaan aset
daerah tersebut.

METODE
Metode yang digunakan dalam penelitian

ini adalah metode kualitatif yaitu data yang tidak
dapat diwujudkan dalam bentuk angka-angka
melainkan dalam bentuk suatu penjelasan yang
menggambarkan bentuk keadaan, proses, peris-
tiwa tertentu. Teknik pengumpulan data dengan
menggunakan teknik wawancara, dokumentasi
dan observasi. Teknik analisa data di jabarkan
secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Koordinasi Pemerintahan dalam Pengelolaan
Aset Daerah

Untuk menyelenggerakan suatu pemerinta-
han yang baik haruslah menciptakan suatu hubu-
ngan atau koordinasi yang baik antar Lembaga



97

Pemerintahan. Karena pada saat ini fakta yang
terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan,
koordinasi menjadi fakor dominan ketidak ber-
hasilan pemerintah dalam menjalankan fungsi
pembangunan, fungsi pelayanan dan pember-
dayaan. Oleh karena itu, pada bagian permasa-
lahan koordinasi Pemerintahan bisa saja terjadi
Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi
atau Kabupaten/Kota bisa juga permasalahan
koordinasi ini terjadi antara Pemerintah Provinsi
dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Penyelenggaraan kegiatan pemerintah
daerah agar koordinasi terlakasana dengan baik
perlu adanya kesiapan sumber daya manusia
aparatur pemerintah daerah dalam pelaksanaan
kewangangan atributif dan delegatif yang di-
emban. Selain itu untuk terciptanya Koordinasi
Pemerintahan yang baik setiap Aparatur Peme-
rintahan harus meredam egonya masing-masing
demi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu,
pada bagian ini akan dibahas mengenai koordi-
nasi antara instansi Pemerintah dan instansi yang
terkait termasuk dalam hal ini DPRD Kota Pe-
kanbaru dan DPRD Provinsi.

Koordinasi dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu
koordinasi horizontal, veritikal dan fungsional.
1. Koordinasi horizontal

Koordinasi horizantal ini ialah melibatkan
antar Instansi Pemerintahan Kota Pekanbaru
yang terkait didalam pembangunan Pasar Cik
Puan ini ialah Dinas Perdagangan dan Perindus-
trian Pekanbaru dan juga Badan Pengelolaan
Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekan-
baru. Karena dua Instansi inilah yang langsung
berhubungan dengan Perancanaan tahap Pem-
bangunan Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru. Dari
hasil penelitian bahwa kedua instansi ini sudah
saling berkoordinasi tetapi sebelum ada ke-
putusan dari Walikota kedua instansi ini belum
bias menjalankan tugasnya masing-masing

2. Koordinasi vertikal
Profesionalitas aparatur pemerintahan me-

rupakan suatu tuntutan agar memiliki kemam-
puan pelaksanaan tugas, adanya komitmen
terhadap kualitas kerja, dedikasi terhadap ke-
pentingan masyarakat sebagai pihak yang dilayani
oleh Pemerintah Daerah. Termasuk dalam hal

ini tentunya pelayanan pemerintah di dalam
memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Tentunya
dengan menyediakan pasar yang representative
bagi masyarakat yang ingin melakukan proses
jual beli.

Tetapi untuk pembangunan Pasar Cik Puan
ini yang terjadi adalah koordinasi vertical, dimana
Koordinasi yang terjadi antara Pemerintah Kota
Pekanbaru dan Pemerintah Provinsi didalam
menyelesaikan permasalah pembangunan Pasar
Cik Puan Kota Pekanbaru. Koordinasi yang
bersifat vertical ini bisa dilihat dari isi Surat Kepu-
tusan Gubernur Nomor KTPS/1923/XI/2008
Tentang Penyerahan Hak Pengelolaan Lahan
Milik Provinsi Riau untuk Pembangunan Pasar
Cik Puan Dan Terminal Angkutan Kota, men-
jelaskan bahwa Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru
yang mana lahannya disana ada sebagian lahan
dari Pemerintah Provinsi Riau apabila ingin diba-
ngun oleh Pemerintah Kota Pekanbaru melalui
pihak swasta harus melalui persetujuan dari Pe-
merintah Provinsi Riau. Oleh karena itu Pasar
Cik Puan Kota Pekanbaru yang bisa dikatakan
Aset bersama yang dimiliki oleh Pemerintah
Provinsi Riau dan Pemerintah Kota Pekanbaru,
bisa dikelola secara bersama. Tetapi dengan
terhentinya pembangunan Pasar Cik Puan ter-
sebut bisa dibilang bahwa koordinasi antara Pi-
hak Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah
Kota Pekanbaru belum berjalan dengan baik.

Sebenarnya untuk permasalahan pemba-
hasan Pembangunan Pasar Cik Puan ini Peme-
rintah Kota Pekanbaru sudah pernah mengada-
kan rapat dengan Pemerintah Provinsi, khusunya
di mulai pada masa kepemimpinan Walikota saat
itu Firadaus, ST,MT.. Hal ini dilakukan untuk
memberikan solusi untuk mencari solusi guna
melanjutkan kembali pembangunan Pasar Cik
Puan ini yang telah mengahabiskan anggaran
kurang lebih 20 Miliar Rupiah. Karena pada
masa kepemimpinan Walikota sebelumnya yaitu
pada masa kepemimpinan Herman Abdullah
(2008-2012) pembangunan pasar Cik Puan
dibangun dengan biaya APBD. Tetapi setelah
pergantian kepeminpinan Walikota menjadi
Firdaus, ST,MT (2012-2017) pembangunan
Pasar Cik Puan akan tetap dilanjutkan tetapi
pembangunannya tanpa membebankan APBD
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dengan mencari Pihak Ketiga sebagi pihak yang
akan membangun Pasar Cik Puan tersebut dan
pengelolaan Pasar akan dikelola secara bersama.

Menurut Nota Kesepakatan atau Surat
Keputusan Gubernur Riau nomor kpts.1923/XI/
2008 tertanggal 11 tentang “penyerahan hak
pengelolaan/pemakaian tanah milik Pemerintah
Provinsi Riau untuk pembangunan Pasar Tradi-
sional Cik Puan dan Terminal Angkutan Kota
kepada Pemerintah Kota Pekanbaru”, pemba-
ngunan bisa dilakukan oleh Pemerintah Kota
Pekanbaru bisa dilakukan asalkan menggunakan
dana APBD. Tetapi menurut Surat Keputusan
Gubernur ini apabila Pemerintah Kota Pekan-
baru ingin melakukan Pembangunan Pasar Cik
Puan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan
dari Pihak Pemerintah Provinsi Riau. Dan sampai
penelitian ini ditulis belum ada kesepakatan
antara Pihak Pemerintah Kota Pekanbaru dengan
Pihak Provinsi Riau mengenai kelanjutan Pemba-
ngunan Pasar Cik Puan.

3. Koordinasi fungsional
Koordinasi Fungsional menurut Peraturan

Pemerintah RI No 6 th 1998 koordinasi fu-
ngsional adalah koordinasi yang terjadi antara
dua atau lebih instansi yang mempunyai Program
yang berkaitan erat satu sama lain. Bisa disini
dikatakan bahwa Koordinasi Fungsional ialah
Koordinasi yang terjadi antara Pemerintah dan
DPRD. Karena dalam hal pembangunan Pasar
ini kedua lembaga ini mempunyai kaitan erat
didalam menjalan suatu program demi kesejah-
teraan masyarakat. Tidak terkecuali Program
Pembangunan Pasar Cik Puan ini.

Selain itu jika dilihat dari Fungsinya, DPRD
mempunyai 3 Fungsi yaitu, Budgeting (Anggaran),
Legislisasi (Pembuatan Pertaturan Per Undang-
undangan) dan juga Fungsi Pengwasan. Ketiga
fungsi ini sangat berkaitan erat dengan Pemba-
ngunan Pasar Cik Puan ini. Karena pembangu-
nan Pasar Cik Puan jika ingin dibangun oleh
Pemerintah Kota Pekanbaru dengan dana APBD
tentunya harus melalui persetujuan dari anggota
dewan. Selanjutnya baru bisa dibuat bersama
peraturan pelaksanaannya dan anggota DPRD
Kota Pekanbaru melakukan pengwasan terha-
dap pembangunan Pasar tersebut.

Hal ini bisa dililihat dari isi UU No 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada
pasal 57 menyebutkan bahwa Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/
Kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD di-
bantu juga oleh perangkat daerah. Begitu juga
dengan pasal 95 ayat 1 menyebutkan bahwa
DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan
lembaga perwakilan rakyat daerah provinsi dan
Kabupaten/Kota yang berkedudukan sebagai
unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dengan demikian
dapat dikatakan bahwa DPRD Provinsi dan
Kabupaten/Kota merupakan mitra kerja sama
pemerintahan daerah.

Manajemen Aset Daerah Pasar Cik Puan
Aset daerah dalam pengertian Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pe-
ngelolaan barang milik Negara/Daerah adalah
barang yang berwujud (tangible) yang dibeli atau
diperoleh atas beban APBN/D atau dari perole-
han lain yang sah, kegiatan dan tindakan meliputi,
perencanaan kebutuhan danpenganggaran, pe-
ngadaan, penerimaan penyimpanan dan penya-
luran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan,
pengamanan dan pemeliharaan, penilaian,
penghapusan, pemindah-tanganan, pembinaan
pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan,
tuntutan ganti rugi.

Selanjutnya didalam melakukan manaje-
men aset daerah dapat dijelaskan menurut Doli
D Siregar (2004) adalah: (1). Inventarisasi Aset.
(2). Legal Audit, ; (3). Penilaian Aset. satu proses
kerja untuk melakukan penilaian atas aset tanah
daerah yang dikuasai (4). Optimalisasi Aset, (5).
Pengawasan dan Pengendalian. aset tanah daerah
bertujuan melalui Sistem Informasi Management
Aset (SIMA).
1. Inventarisasi aset

Inventarsasi asset yang dimiliki oleh Pe-
merintah Kota Pekanbaru dan Pemerintah Pro-
vinsi belumlah jelas. Hal ini karena Pemerintah
Provinsi Riau dan Pemerintah Kota Pekanbaru
masing-masing mengklaim status lahan Pasar Cik
Puan Tesebut. Seperti bisa dilihat dari hasil rapat
yang berlangsung pada 6 Maret 2013. “Kedua
Persil Tanah Pasar Cik Puan dan Terminal
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Angkutan Kota dengan masing-masing Luas
7.965 M2 dan 15.875 M2 tercatat di kartu
Inventaris Barang A (Tanah) pada Peme-
rintah Provinsi Riau dengan Kode Barang
01.01.13.07.10.001 (22.941). Persil tanah
tersebut juga tercatat pada Kartu Inventaris
Barang A (Tanah) Pemerintah Kota Pekan-
baru dengan Kode Barang masing-masing
01.11.02.01.04 (7.965 M2) dan 01.11.02.04.41
(15.875 M2). Sehingga untuk melakukan
penertiban pencatatan barang Milik Daerah
Maka Aset Pemerintah Kota Pekanbaru dengan
Kode Barang masing-masing 01.11.02.01.04
(7.965 M2) dan 01.11.02.04.41 (15.875 M2)
harus di keluarkan dari pencatatan KIB A (tanah).
Tetapi untuk hal ini belumlah terleasasi sampai
sekarang karena butuh waktu dan pertimbangan
yang panjang. Sampai sekarang Pembangunan
Pasar Cik Puan masih terbengkalai.

2. Legal audit
Pengelolaan aset daerah dengan suatu legal

audit yang tepat tentunya akan meminimalisir
suatu permasalahan. Terutama bisa menimalisir
saling klaim kepemilikan asset. Karena dengan
adanya legal audit ini suatu asset daerah mempu-
nyai status hukum yang mengikat, terutama
mengenai hak kepemilikan dan pengelolaan Aset.
Hal ini tentunya sangat berberda sekali dengan
apa yang terjadi terhadap Hak kepemilikan status
Aset Daerah Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru.
Karena sebagaimana diketahui bahwa status
kepemilikan lahan Pasar Cik Puan Kota Pe-
kanbaru hingga sekarang masih terjadi saling
kepemilikan lahan antara Pemerintah Provinsi
Riau dengan Pemerintah Kota Pekanbaru.

3. Penilaian aset
Kegiatan penilaian ditujukan untuk melaku-

kan estimasi dan memprediksi nilai dari sesuatu
barang dengan tujuan mendapatkan perkiraan
nilainya. Konsep nilai dalam pengertian tersebut
dikelompokkan menjadi nilai pasar (market
value), nilai asuransi (insurable value), nilai ter-
kait operasi (going-concern value), nilai likui-
dasi (liquidation value), nilai kena pajak
(assessment value), nilai bangunan, dan nilai
investasi (use value and investment value).

Untuk Penilaian Aset Pasar Cik Puan sendiri
belum ada nilai pasti berapa untuk peneatapan
harga aset tersebut. Hal ini karena Pasar Cik
Puan pengelolaannya masih dijalankan oleh Pe-
merintah Kota Pekanbaru. Bedahalnya nanti jika
pengeloalaannya secara bersama diserahkan
kepada pihak ketiga.

4. Optimaliasasi aset
Proses optamilisasi aset ini sangat penting

dimiliki didalam perencanaan pembangunan dan
pengelolaan aset daerah yang dimiliki oleh Peme-
rintah Daerah. Tidak terkecuali asset berupa
pasar tradisional, termasuklah dalam hal ini opti-
malisasi asset pada Pasar Cik Puan Kota Pekan-
baru. Pada tahun 2009 pada saat masa kepe-
mimpinan Herman Abdullah mulai dibangun
hingga tahun 2011. Tentunya pembangunan ini
bertujuan untuk mengoptimalkan Aset Pasar
Cikpuan tersebut. Karena Pasar Cik Puan ter-
letak sangat strategis di Kota Pekanbaru. Se-
hingga banyak masyarakat yang berbelanja atau-
pun menjadi pedagang untuk berjualan disana.
Diharapkan nantinya dengan dibangun Pasar
yang baru yaitu berubah menjadi Pasar Semi
Modern Pasar Cik Puan dapat meningkatkan
nilai asetnya dan meningkatkan juga pendapatan
dari pedangan yang berjualan disana.

Tetapi pada tahun 2012 pada masa per-
gantian Walikota Pekanbaru dari Herman Ab-
dullah menjadi Firdaus pembagunan tersebut
dihentikan. Dengan alasan untuk menghemat ang-
garan pada masa kepemimpinan Firdaus ingin
membagun melalui pihak ketiga. Selanjutnya
yang menjadi permasalahannya ialah Pemerintah
Kota Pekanbaru ingin membangun melalui pihak
ketiga harus mendapat persetujuan dari Peme-
rintah Provinsi terlebih dahulu. Persetujuan inilah
yang belum didapat oleh Pemerintah Kota Pe-
kanbaru hingga sekarang.

5. Pengawasan dan pengendalian
Pengelolaan/manajemen aset daerah meli-

puti beberapa tahap yaitu : perencanaan kebu-
tuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian
(termasuk penyimpanan), penggunaan, peme-
liharaan dan penghapusan. Setiap tahap, mulai
dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan

Koordinasi Pemerintahan dalam Pengelolaan Aset Daerah (Ihsan)
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aset daerah harus diketahui dan dipertanggung-
jawabkan kepada masyarakat melalui DPRD.
Dari Pemerintah Kota Pekanbaru untuk Aset ya-
ng dimilik pasti selalu dicatat dan diperiksa kem-
bali mana saja aset yang potensial, aset yang
tidak potensial dan aset yang bermasalah. Ter-
masuk dalam hal ini ialah Pasar Cik Puan Kota
Pekanbaru.

SIMPULAN
Koordinasi yang dilakukan oleh Peme-

rintah Kota Pekanbaru dengan Pemerintah Pro-
vinsi Riau, maupun dengan instansi lainnya seperti
DPRD Kota Pekanbaru dan DPRD Provinsi
Riau belum berjalan dengan baik. Waluapun
Pemerintah Kota Pekanbaru dan Pemerintah
Provinsi telah melakukan beberapa kali rapat
menganai asset Pasar Cik Puan ini tetapi tidak
mengahasilkan kesepakatan diantara kedua
belah pihak. Hal ini juga terjadi karena pemba-
hasan mengenai Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru
tidak dilakukan secara kontiniu oleh Pemerintah
Kota Pekanbaru dan Pemerintah Provinsi Riau
setiap tahunnya. Lambatnya kesepakatan yang
dihasilkan ini menyebabkan terhambatnya pem-
bangunan Pasar Cik Puan ini yang telah meng-
habiskan dana APBD sekitar 22 Miliar Rupiah
lebih.

Manajemen aset daerah pada Pasar Cik
Puan Kota Pekanbaru belumlah maksimal. Hal
ini bisa dilihat dari masih terbengkalainya pemba-
ngunan Pasar Cik Puan dari tahun 2009. Sejak
masa pergantian kepemimpan dari Herman
Abdullah ke masa kepemimpinan Firdaus. Hal
ini disebabkan karena belum adanya persetujuan
dari Pemerintah Provinsi Riau kepada Peme-
rintah Kota Pekanbaru untuk membangun me-
lalui pihak ketiga.
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